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Menurut ketentuan Pasal 28A-28J UUD NRI Tahun 1945 yang mana 
isinya menjelaskan mengenai hak warga negara. Perkembangan teknologi 
informasi menjadi wadah bagi warga untuk menjalankan haknya untuk dapat 
menyebarkan audio visual melalui berbagai jenis media sosial. Setiap warga 
negara memanfaatkan dengan baik haknya hingga melupakan satu hal yang 
penting bahwa warga lainnya juga mempunyai hak untuk dihormati. Sehingga 
dari media sosial muncul beberapa permasalahan. Pembatasan hak warga negara 
adalah salah satu bentuk untuk menghindari kebebasan yang melampaui batas. 
Penelitian ini bertujuan (1) untuk mendeskripsikan pengaturan tentang 
penyebarluasan materi audio visual melalui media sosial. (2) untuk mengkaji 
pembatasan hak warga negara dalam menyebarkan materi audio visual melalui 
media sosial. Pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan normatif dan 
metode pengumpulan data dengan metode kepustakaan serta menggunakan 
metode analisis data secara kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan pada peraturan perundang-undangan di 
indonesia telah mengatur tentang menyebarkan materi audio visual melalui media 
sosial, namun belum terdapat aturan yang mengatur secara khusus tentang media 
sosial. Akan tetapi hak yang diberikan tidak mutlak ada beberapa hak yang 
tergolong derogable rights yang dapat dibatasi. Pembatasan dilakukan karena 
berdasarkan bahwa setiap hak tidak bersifat mutlak dan untuk mengatasi konflik 
antar hak. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.  








According to the provisions of Article 28A-28J of the 1945 NRI 
Constitution which explains the rights of citizens. The development of 
information technology becomes a forum for citizens to exercise their right to be 
able to disseminate audio visual through various types of social media. Every 
citizen makes good use of his/her right to forget the one important thing that other 
citizens also have the right to respect. So from social media comes some 
problems. Restrictions on citizens' rights are one form of avoiding freedoms that 
go beyond the limits. 
This study aims (1) to describe the arrangement of the dissemination of 
audio visual material through social media. (2) to review the limitation of citizens' 
rights in disseminating audio visual material through social media. The approach 
used is normative approach and data collection method by literature method and 
using qualitative data analysis method. 
The results of this study indicate that the laws and regulations in Indonesia 
have regulated the dissemination of audio-visual material through social media, 
but there are no specific rules regarding social media. However, the rights granted 
are not absolute, there are several rights classified as derogable rights that can be 
limited. Restrictions are made because they are based on the fact that each right is 
not absolute and to resolve conflicts between rights. 
Based on the results of this research are expected to be a material of 
information and input for students, academics, practitioners, and all parties in 
need within the Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal. 
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  PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Perkembangan teknologi  memberikan angin segar bagi umat manusia 
untuk bisa menyalurkan hak warga negaranya dalam menyampaikan suatu 
informasi dalam bentuk audio visual melalui sarana yang ada. Media yang 
sedang populer dan banyak digunakan sekarang adalah media sosial. Jenis-
jenis media sosial juga beragam yaitu yang meliputi Instagram, Facebook, 
Twitter,Youtube dan Netflik. Kehadiran media sosial telah menciptakan 
dunia baru tanpa batas untuk mengakses berbagai informasi. Media sosial 
sebagai media baru yang menawarkan fitur kemudahan dan kecepatan 
dalam menyebarkan maupun mendapatkan informasi.
1
 Hal ini menjadi 
kesempatan untuk setiap warga mengaplikasikan haknya dengan 
sebagaimana mestinya.  
Hak warga negara dijamin oleh beberapa instrumen hukum 
internasional yang mengatur mengenai hak asasi warga negara. Pada Pasal 
19 Deklarasi Universal Hak asasi Manusia (Universal Declaration Of 
Human Rights) yang isinya:  
“ Everyone has the right to freedom of opinion and 
expression; this right includes freedom to hold 
opiniond without interference and to seek receive 
and impart information and ideas through any media 
and regardless of frontiers.” 
                                                           
1 Janner Simarmata,et al.,Hoaks dan Media Sosial: Saring Sebelum Sharing,tt.p:  




Dilihat dari pasal tersebut bahwa setiap orang memiliki hak atas 
kebebasan berpendapat dan berekspresi; dalam hal ini termasuk kebebasan 
tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari menerima, dan 
menyampaikan informasi dan gagasan dengan cara apapun dan dengan 
tanpa memandang batas-batas. Sebenarnya antara hak dan kewajiban 
sebagai manusia atau hak dan kewajiban sebagai warga negara keduanya 
berjalan beriringan.
2
 Hak merupakan unsur normatif fungsinya sebagai 
dasar dalam bersikap, untuk memberi jaminan kesempatan bagi setiap 




Di indonesia jumlah pengguna media sosial menurut data dari We Are 
Social dan HootSuite sebuah platform manajemen media sosial dalam 
laporan Global Digital Reports 2020 yang dirilis pada akhir januari 2020 
menunjukkan bahwa dari jumlah 272,1 juta penduduk di indonesia, 
pengguna media sosial 160 juta orang.
4
 Jika dibandingkan pada tahun 
2019 pengguna media sosial berjumlah 150 juta orang, sedangkan pada 
tahun ini drafnya meningkat sebanyak 8,1 persen. Rata-rata warga negara 
indonesia dalam menggunakan media sosial mencapai 3 jam 26 menit 
perhari. Pada catatan waktu rata-rata global  menunjukkan 2 jam 24 menit 
jadi angka tersebut diatas telah melebihi rata-rata. Data yang menarik 
lainnya menunjukkan kebanyakan warga negara indonesia per orang 
                                                           
2 A. Muhammad Asrun , “Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum” 
,Jurnal Cita Hukum Vol.4 No.1 , 2016 , hlm. 134. DOI:10.15408/jch.v4il.3200 
3 Triyanto, Negara Hukum dan HAM,Yogyakarta: Penerbit Ombak,2013,hlm. 58 








Jadi dapat dipahami keberadaan media sosial sangat dimanfaatkan 
sebaik mungkin oleh para pengguna untuk menyalurkan hak. Kemajuan 
IPTEK yang tidak terbendung dalam masyarakat menyebabkan berbagai 
pengaruh, baik pengaruh positif maupun negatif. Dari sisi positif bahwa 
melalui media sosial semua penggunanya diberikan ruang untuk 
menyampaikan opini, menyebarluaskan audio visual, berkomunikasi 
dengan teman lama dan mengakses informasi dari luar negeri dan 
sebagainya.  
Namun dari sisi negatifnya dapat melahirkan permasalahan baru yang 
mana permasalahannya dapat masuk ke ranah hukum jika tidak beretika 
dan bertanggungjawab dalam menggunakannya. Berbagai pelanggaran 
yang dilakukan oleh pengguna media sosial diantaranya menyebarkan 
informasi yang tidak akurat, ujaran kebencian, menyebarluaskan audio 
visual pornografi dan pencemaran nama baik orang lain dan lainnya. 
Regulasi yang relevan dengan media sosial terkait dengan beberapa 
Undang-Undang media di indonesia.
6
 Seperti Undang-Undang Nomor 36 
Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi), dalam pasal 
21 UU Telekomunikasi mengatur tentang pembatasan akses media sosial 
meskipun tidak secara khusus.  
                                                           
5 Bianda Ludwianto dan Muhammad Fikrie (eds),  Riset: 64% Penduduk Indonesia 
Sudah Pakai Intenet,Kumparan,tanggal 13 Oktober 2020, Jam 15.55 WIB 
6  Hermin Indah Wahyuni, Kebijakan Media Baru di Indonesia (Harapan, Dinamika 





Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (biasanya disingkat UU ITE) adalah dasar hukum yang pertama 
di indonesia mengatur tentang transaksi elektronik dan teknologi 
informasi. Undang-Undang ini dalam penyusunannya mempertimbangkan 
bahwa dalam menggunakan teknologi informasi harus sejalan dengan 




Akhir-akhir ini tengah menjadi perbincangan mengenai 
permasalahan di media sosial yaitu sikap mengkritik kebijakan pemerintah 
dalam hal memerangi Covid-19, yang menimbulkan akun twiter 
epidemiolog Pandu Riono dan laman berita tempo diretas oleh oknum-
oknum yang tidak bertanggungjawab. Tanggal 19 Agustus 2020 awal mula 
terjadinya akun dengan nama pemilik Pandu Riono diretas oleh orang tak 
dikenal.
8
  Pandu Riono adalah pakar epidemiolog yang seringkali 
mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19 
saat ini. Selanjutnya pada portal media Tempo.com tepatnya pada tanggal 
21 Agustus 2020 telah diduga terjadi peretasan pada akun twitter 
@xdigeeembok. Namun, kini portal media tersebut sudah dapat dipulihkan 
kembali. 
                                                           
7  Rahayu, et al., Membangun Sistem Komunikasi Indonesia : Terintegrasi, Adaptif, dan 
Demokratis, Yogyakarta: Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media), 2016, hlm. 174 
8 Ali Mansur dan Andri Saubani, Akun Twitter Diretas, Pandu Riono: Anggap Saja 
tidak Ada,Replubika.co.id., Kamis 20 Agustus 2020 13:20 WIB, diakses pada tanggal 18 




Penerapan  UU ITE tidak dijalankan sebagaimana mestinya, UU ini 
dinilai membatasi hak warga dalam mengakses media sosial. Sebenarnya 
dalam dalam pasal-pasalnya mengandung multitafsir. Padahal  jika 
ditelaah lagi sebenarnya UU ITE dibentuk lebih mengacu dalam hal 
transaksi yang berbasis elektronik. Pembatasan hak seharusnya 
dilaksanakan sebagaimana mestinya bukan asal membatasi. Sebetulnya  
hak itu suatu kebebasan yang tidak bisa dicabut oleh siapapun.  
Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik ( 
International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) menjelaskan 
bahwa ada pembatasan beberapa jenis hak, meskipun dalam 
pelaksanaannya perlu melihat dari keadaan dan syarat-syarat tertentu. 
Hampir seluruh negara-negara dunia mempunyai klausula yang memberi 
kewenangan kepada setiap kepala negara atau pemerintah untuk 
mengambil tindakan luar biasa pada situasi darurat, yang mempunyai 
akibat lanjutan pada beberapa hak asasi warga negara yang dibatasi 
penerapannya. Akan tetapi, disisi lain kewenangan konstitusional ini 
disalahgunakan hanya untuk melanggengkan kekuasaan. Kovenan ini pada 
ketentuan batasan hak tertentu dan implementasi keadaan darurat lebih 
spesifitk diatur dalam Pasal 4 yang dilengkapi dalam Pasal 5.
9
 
Namun, yang terjadi dilapangan justru peraturan perundang-undang 
dijadikan alat untuk membatasi hak asasi warga negara dalam 
menyebarkan informasi lewat media sosial. Perlu dipahami bahwa konsep 
                                                           
9  KotraS (Korban Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), “Menguji Pembatasan 





hak asasi yang sebenarnya dibedakan dalam dua golongan, pertama hak 
yang memang pemenuhannya dapat dibatasi (derogable rights) dan hak 
yang dalam penerapannya tidak bisa dibatasi pada keadaan apapun ( non-
derogable  rights). Ketika akan membatasi suatu hak, pemerintah tidak 
bisa secara semena-mena.
10
 Pembatasan hak dapat dilakukan apabila 
terdapat dalam aturan hukum serta pemenuhannya dibutuhkan untuk 
melindungi hak serta kekebasan yang lain atau untuk perlindungan 
keamanan negara, kesehatan, ketertiban publik.  
Berdasarkan uraian latar belakang diatas menurut penulis, 
permasalahan di media sosial tidak akan berhenti begitu saja ditambah lagi 
perkembangan teknologi digital sangat pesat. Maka tidak dapat dipungkiri 
bisa saja muncul permasalahan baru lagi di media sosial. Hampir semua 
warga negara merasa mempunyai hak untuk mengurusi hak orang lain di 
media sosial. Sehingga pentingnya kesadaran dalam hal tanggung jawab 
mengakses media sosial. Penulis tertarik untuk membahas permasalahan 
tersebut dalam penelitian dengan judul  “ Pembatasan Hak Warga Negara 
Dalam Menyebarkan Materi Audio Visual Melalui Media Sosial.” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang masalah diatas, maka 
perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana pengaturan tentang penyebarluasan materi audio visual 
melalui media sosial? 
                                                           
10  Dios Gaol, Pembatasan Hak atas Informasi dan Internet, Detik.com,diakses pada 




2. Bagaimana pembatasan hak warga negara dalam menyebarkan materi 
audio visual melalui media sosial? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah : 
1. Untuk mendeskripsikan pengaturan tentang penyebarluasan materi 
audio visual melalui media sosial. 
2. Untuk mengkaji pembatasan hak warga negara dalam menyebarkan 
materi audio visual melalui media sosial. 
D. Manfaat Penelitian 
Pada penyusunan skripsi ini terdapat dua manfaat diantaranya yaitu : 
1.  Manfaat Teoritis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dalam 
perkembangan ilmu hukum, yang utamanya berkaitan dengan 
hak warga negara. 
b. Sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas 
sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana 
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan pemahaman 
menggunakan haknya sebagaimana mestinya terutama dalam 
menyebarkan audio visual melalui media sosial. 
b. Bagi masyarakat penelitian dapat dijadikan referensi untuk bisa 




yang disebarluaskan di media sosial bisa melindungi hak orang 
lain. 
E. Tinjauan Pustaka 
Penelitian terkait dengan tema hak menyebarkan materi audio visual 
sudah banyak dilakukan. Sehingga penulis memposisikan penelitian ini 
dari penelitian-penelitian sebelumnya, berikut penulis paparkan 3 
penelitian yang mirip : 
Putu Eva Ditayani Antari mahasiswi Fakultas Hukum Universitas 
Pendidikan Nasional Jurnal Hukum Undiknas Vol 4 no 1 tahun 2017 
dengan judul “Tinjauan Yuridis Pembatasan Kebebasan Berpendapat Pada 
Media Sosial Di Indonesia.” Berdasarkan dalam penelitian ini topik 
permasalahan yang diangkat adalah apa bentuk pembatasan kebebasan 
berpendapat pada media sosial di indonesia dan apa pembatasan atas 
kebebasan berpendapat merupakan bentuk pengingkaran ajaran negara 
hukum. Penelitian ini menjelaskan pertama beberapa bentuk dalam 
membatasi kebebasan berpendapat melalui media sosial yaitu dilarang 
untuk menyebarluaskan isi muatan yang termasuk berita bohong dan 
ujaran kebencian yang mana orang lain dapat merasa dirugikan. Kedua 
bahwa membatasi kebebasan berpendapat tidak mengingkari negara 
hukum utamanya dalam hal penegakkan ham. Sesuai dengan penetapan 
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) mengenai 
pembatasan HAM, dibatasinya kebebasan berpendapat tujuannya untuk 




belah bangsa. Persamaan dengan penelitian penulis sama – sama meneliti 
hak sebagai manusia/ warga negara. Perbedaan pada penelitian terdahulu 
meneliti pembatasan kebebasan berpendapat sedangkan dalam penelitian 
penulis meneliti pembatasan hak warga negara. 
Yusri Wahyuni Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas 
Islam Negeri tahun 2018 dalam skripsinya dengan judul “Kebebasan 
Berekspresi Melalui Media Sosial Menurut Hukum Islam dan HAM”. 
Penelitian ini membahas permasalahan mengenai pengaturan dalam 
kebebasan berekspresi melalui media sosial dilihat dari hukum islam dan 
HAM. Dalam penelitian memberi penjelasan bahwa pengaturan 
berekspresi melalui media sosial sudah dijamin oleh pemerintah indonesia 
baik berdasarkan hukum islam atau peraturan lain di indonesia. Terdapat 
pembeda batasan dalam kebebasan berekspresi di media sosial pertama 
pada Hukum Islam dasar ketentuannya agama dan ketentuan undang-
undang. Kedua HAM di Indonesia dasar ketentuannya hanya pada 
peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan perkataan lain, hukum 
islam lebih lengkap dan jelas mengenai pengaturan yang kaitannya dengan 
kebebasan berekspresi. Persamaan dengan penelitian penulis sama-sama  
menggunakan peraturan perundang-undangan tentang hak berekspresi. 
Perbedaan dengan penelitian penulis hanya menggunakan peraturan 
perundangan-undangan di indonesia sedangkan dalam penelitian terdahulu 




Mikel Kelvin Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hassanudin 
dalam skripsinya yang berjudul “Pengaturan Kebebasan Berekspresi 
Melalui Media Digital Menurut Hukum Internasional Dan Penerapannya 
Di Indonesia.” Penelitian ini berdasarkan permasalahan mengenai pertama 
bagaimana pengaturan kebebasan berekspresi melalui media digital 
berdasarkan hukum internasional serta kedua bagaimana penerapan hukum 
internasional tentang kebebasan berekspresi melalui media digital. Hasil 
penelitian ini menjelaskan bahwa pertama ada beragam instrumen hukum 
internasional yang mengatur secara jelas mengenai kebebasan berekspresi 
melalui media digital adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 
(Universal Declaration of Human Rights),Kovenan Internasional tentang 
Hak Sipil dan Hak Politik (International Covenant on Civil and Political 
Rights /ICCPR ) dan peraturan hukum regional lainnya. Kedua pemerintah 
telah menerapkan peraturan tentang kebebasan berekspresi melalui media 
digital dalam bentuk ratifikasi, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil 
dan Hak Politik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 
1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik. Namun kenyataanya masih ada masalah mengenai masyarakat 
yang belum bisa tolenansi soal HAM orang lain, beberapa orang yang 
belum menerima konsep HAM serta kebijakan-kebijakan yang dibuat 
hanya untuk kepentingan individu. Persamaan dengan penelitian penulis 




meneliti menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 
indonesia sedangkan penelitian terdahulu yang digunakan adalah hukum 
internasional dan mengimplementasikan peraturan tersebut di indonesia. 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum 
normatif  atau penelitian kepustakaan (library research). Peter 
Mahmud Marzuki menerangkan bahwa penelitian hukum normatif 
adalah suatu metode untuk mencari peraturan-peraturan tertulis untuk 
menyelesaikan permasalahan hukum, penelitian ini dilaksanakan guna 
mendapat hasil argumen-argumen hukum, konsep maupun teori hukum 
baru sebagai penilaian masalah yang ada.
11
 
2. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normatif. 
Pendekatan normatif merupakan melakukan tinjauan permasalahan 
hukum dengan cara normatif (boleh atau tidak boleh menurut hukum 
yang berlaku).
12
 Pendekatan ini juga digunakan peneliti agar dapat 
melakukan penelusuran terhadap norma-norna hukum yang terdapat 
dalam peraturan perundang-undangan diantaranya UUD NRI Tahun 
1945, Undang-Undang No.36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi 
serta Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang – 
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Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi  
Elektronik. 
3. Sumber Data 
Pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder 
merupakan data yang didapat pada bahan  kepustakaan. Data sekunder 
terdiri dari:  
a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri atas 
perundang-undangan, putusan hakim, catatan resmi dan risalah-
risalah pembuat undang-undang.
13
 Pada penelitian ini penulis 
menggunakan bahan primer yang terdiri atas: 
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 
Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3886); 
3) Undang-Undang No.36 Tahun 1999 Tentang 
Telekomunikasi; 
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 
tentang Penyiaran; 
5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik; 
                                                           




6) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan Atas 
Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik.  
7) Kovenan Internasional Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia (Universal Declaration of Human Rights; 
8) Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil Dan Hak Politik 
(International Covenant on Civil and Political Rights. 
b.  Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang gunanya untuk 
memberi penjelasan tentang bahan hukum primer. Seperti hasil-
hasil penelitian ,artikel internet, pendapat para ahli atau sarjana 
hukum, asas-asas hukum yang mana bisa menemukan jawaban 
dalam permasalahan yang diteliti.
14
 
4. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode 
kepustakaan, merupakan  metode yang mengutamakan data karena 
untuk membuktikannya butuh asumsi dasar penelitian yang acuannya 
pada hasil-hasil penelitian akademik, putusan-putusan pengadilan, 
doktrin-doktrin atau ajaran hukum,maupun norma-norma hukum 
positif itu semua harus berdasar pada dokumen tertulis.
15
 Metode ini 
digunakan penulis untuk memperoleh landasan teori dengan mengkaji 
membaca dan memahami jurnal-jurnal maupun artikel-artikel, buku-
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buku dan bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan 
permasalahan yang diteliti. 
5. Metode Analisis Data 
Penyusunan skripsi dengan menggunakan metode analisis data 
secara kualitatif. Metode analisis data secara kualitatif adalah suatu 
metode yang mana menjelaskan data bermutu kedalam bentuk kalimat 
yang logis, teratur, dan efektif sehingga mudah dalam mengintepretasi 
data dan menganalisis data. Metode kualitatif sangat menekankan 
penggambaran situasi, keadaan dan tempat penelitian.
16
 Metode  
kualitatif fokus pada dasar-dasar secara umum dalam perwujudan tiap 
– tiap gejala sosial budaya, sehingga adanya gambaran pada hasil 
penelitian yang jelas, informasi yang disampaikan sesuai dengan 
keadaan nyata saat ini, sebagaimana kejadian sebenarnya.
17
 Dengan 
metode ini penulis mencari jawaban dari masalah yang ada, bagaimana 
pembatasan hak menyebarluaskan matei audio visual melalui media 
sosial. Jika terlalu fokus dengan haknya sendiri maka bisa 
mengganggu hak orang lain.  
G. Sistematika Penelitian 
Bab I. Pendahuluan, pada bab ini akan menjelaskan latar belakang 
masalah,rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan 
pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
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Bab II. Tinjauan Konseptual,dalam bab ini akan diuraikan tinjauan 
umum hak warga negara,meliputi pengertian hak warga,ruang lingkup  
hak dan kewajiban warga negara; tinjauan umum materi audio visual 
meliputi materi audio visual, karakteristik materi audio visual, jenis-jenis 
materi audio visual; dan tinjauan umum media sosial meliputi media 
sosial, karakteristik media sosial, jenis-jenis media sosial dan manfaat 
media sosial. 
Bab III. Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan 
membahas  pengaturan tentang menyebarkan materi audio visual melalui 
media sosial dengan hasil penelitian dan membahas pembatasan hak warga 
negara dalam menyebarluaskan materi audio visual melalui media sosial 
beserta hasil penelitian. 
Bab IV. Penutup berisi Kesimpulan dan Saran, pada bagian akhir 























 TINJAUAN KONSEPTUAL 
A. Tinjauan Umum Hak Warga Negara 
1. Pengertian Hak Warga Negara 
Hak merupakan unsur normatif fungsinya sebagai dasar dalam 
bersikap, untuk memberi jaminan kesempatan bagi setiap orang agar 
tetap menjaga harkat dan martabat serta untuk melindungi kebebasan 
yang dimiliki.
18
 Rudolf Von Jhering sebagai penganut teori kepentingan 
mengatakan hak adalah sesuatu yang dianggap penting untuk setiap 
orang dan dilindungi oleh hukum.
19
 Teori kepentingan memandang 
bahwa fungsi hak untuk memperluas kepentingan dari pemilik hak 
tersebut. Berdasarkan teori ini, setiap warga mempunyai hak karena 
dengan memiliki hak menjadikan pemilik hak dalam keadaan yang lebih 
baik sehingga bukan dikarenakan suatu pilihan. Adanya kepentingan 
pada setiap orang dipandang sudah cukup. Teori ini tidak kenal adanya 
batasan mana yang berhak menjadi pemilik hak karena pada teori ini 
yang dilihat bahwa semua orang memiliki kepentingan. Dalam hidup 
bermasyarakat, setiap warga memiliki kepentingan sendiri-sendiri yang 
seringkali berlawanan dengan kepentingan warga lainnya. Maka agar 
tetap menjaga kepentingan tersebut supaya tidak menimbulkan masalah, 
sehingga setiap individu telah bersepakat untuk menjalani tatanan 
kehidupan bermasyarakat yang dapat dilakukan sebagai hukum atau tata 
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Sedangkan berbeda apabila melihat pada teori kehendak yang 
memberi pemahaman bahwa hak menjadi sesuatu yang hanya ada ketika 
ada pemilik hak yang jelas dan mempunyai kewenangan dalam 
menggunakannya. Teori pendekatan secara sosiologis yang digunakan 
Roscoe Pound menjelaskan bahwa kepentingan sebagai manusia, sosial 
dan publik.
21
 Dalam teori tersebut terdapat kritik bahwa pendekatannya 
hanya menyebutkan tuntutan manusia itu kurang dihargai sebab tidak 
fokusnya terhadap bagaimana hak-hak itu harus saling berhubungan. 
Sri Wuryan dan Syaifullah memandang jika setiap warga akan 
menggunakan haknya, maka ada hal-hal yang perlu untuk diperhatikan 
yaitu: 
a. Kekuatan adalah kuasa atau kewenangan setiap orang dalam 
melaksanakan haknya. Jika seorang yang memiliki hak akan 
tetapi tidak memiliki kuasa untuk menggunakannya, maka hak 
yang dimilikinya tidak memiliki kegunaan sama sekali, 
meskipun hak itu besar dan mutlak. 
b.  Perlindungan hukum secara sah dalam hal kuasa atau 
kewenangan seseorang telah memberikan kekuatan bagi pemilik 
hak untuk menggunakannya dengan baik. 
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c. Pembatasan hukum, dimana untuk menjaga dan membatasi 
harus memperhatikan hak dan untuk tidak melampaui batasan 
agar tidak merugikan hak orang lain.
22
 
Melihat penjelasan diatas, dalam menggunakan hak yang dimiliki 
tetap harus mempertimbangkan dan memperhatikan hak yang dimiliki 
orang lain. Dapat disebutkan bahwa hak yang dimiliki oleh setiap orang, 
sebenarnya hak tersebut dapat dibatasi oleh hak orang lain dan 
sebaliknya.  
Pengertian hak adalah suatu wewenang yang diberikan oleh 
hukum untuk melindungi kepentingan yang ada pada diri manusia sejak 
lahir sampai mati. Warga negara adalah unsur utama dalam suatu negara. 
Status kewarganegaraan kaitannya dengan warga negara dan negara. 
Tiap warga mempunyai hak dan kewajiban pada masing-masing 
negaranya. Begitu juga negara mempunyai kewajiban untuk melindungi 
warga negara. Kewarganegaraan sebagai status yang dapat disematkan 
pada semua manusia. Manusia itu sendiri yang nantinya akan 
menentukan untuk tinggal dan menetap pada suatu negara. Jadi warga 
negara akan selalu memiliki keterkaitan dengan negara dan tanggung 
jawab demi berlangsungnya kehidupan negara Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (biasa disingkat UUD NRI 
Tahun 1945),juga telah mengatur tentang pengertian warga negara yang 
terdapat dalam Pasal 26 yang  menyatakan: 
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“ Warga negara adalah bangsa Indonesia asli 
dan bangsa lain yang disahkan undang-
undang sebagai warga negara.” 
 
Hal demikian juga telah dirumuskan dalam Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, 
yang didalamnya mengatur tentang kewarganegaraan, pengertian warga 
negara, dan juga pewarganegaraan. Dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 
12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menyatakan bahwa  
“Warga negara ialah warga suatu negara yang 
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.” 
 
Cholisin berpendapat mengenai warga negara adalah sebagian 
orang dari instansi politik yang dinamakan negara. Dalam kehidupan 
bernegara warga negara berperan sebagai subjek hukum dan objek.
23
 
Warga negara merupakan seluruh masyarakat dalam suatu negara yang 
dilihat berdasarkan atas keturunan, tempat kelahiran sekaligus 
mempunyai hak dan kewajiban, bahwa warga negara merupakan semua 
orang yang secara hukum adalah bagian resmi dari suatu negara 
tertentu.
24
 Untuk bisa menjadi warga negara yang tanggung jawab pada 
negaranya maka penting bagi setiap warga negara untuk memahami apa 
yang menjadi hak dan kewajibannya. 
Hak warga negara Indonesia terhadap negara telah dirumuskan 
dalam  UUD NRI tahun 1945 dan aturan hukum lainnya yang 
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merupakan turunan dari hak yang umum dan digariskan dalam UUD 
NRI tahun 1945. Pengertian hak warga negara dapat disimpulkan bahwa 
hak warga negara merupakan setiap orang yang secara tertulis sebagai 
warga mempunyai kedaulatan yang mana warga tersebut memiliki 
wewenang dan kekuasaan untuk berbuat sesuatu dan menjadi bagian 
resmi dari suatu pemerintah negara yang sah. Dengan kata lain sebuah 
perilaku yang sifatnya legal dan tidak menyimpang dari aturan yang 
berlaku yaitu UUD NRI Tahun 1945.  UUD NRI Tahun 1945 mengatur 
secara tegas bahwa negara indonesia merupakan negara hukum, yang 
tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3. Sehingga sebagai negara hukum harus 
ada jaminan perlindungan hak artinya negara dilarang melanggar hak 
dan melindungi hak asasi karena menjadi tugas utama bagi suatu negara. 
2. Ruang Lingkup Hak dan Kewajiban Warga Negara 
Negara Indonesia merupakan negara demokrasi, negara yang 
menjalankan pemerintahan dengan berdasarkan kemauan dan kehendak 
warganya. Sehingga warga negara ditempatkan sebagai warga yang 
mempunyai kuasa dalam suatu negara demokrasi.
25
 Tanpa terkecuali 
bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban. Hak warga 
negara termasuk hak konstitusional dan hak hukum.
26
 Hak  hukum 
adalah hak yang ada karena atas dasar jaminan dari undang-undang dan 
turunan peraturan perundang-undangan yang ada, sedangkan hak 
konstitusional adalah hak-hak yang ada dan kepastiannya dijamin dalam 
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UUD NRI Tahun 1945.
27
 Dibawah ini merupakan hak warga negara 
yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945: 
a. Pasal 28 menerangkan bahwa kemerdekaan berserikat dan 
berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan 
sebagainya ditetapkan dengan undang-undang; 
b. Pasal 28A menerangkan bahwa hak untuk hidup 
mempertahankan hidup dan kehidupannya; 
c. Pasal 28B ayat (2) menerangkan bahwa hak untuk membentuk 
keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang 
sah; 
d. Pasal 28C ayat (2) menerangkan bahwa setiap orang berhak 
untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya 
secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan 
negaranya; 
e. Pasal 28D ayat (1) menerangkan bahwa setiap orang berhak 
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum 
yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; 
f. Pasal 28E ayat (3) menerangkan bahwa setiap orang berhak atas 
kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat; 
g. Pasal 28F menerangkan bahwa setiap orang berhak untuk 
berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak 
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untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, 
dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala 
jenis saluran yang tersedia; 
h. Pasal 28G ayat (1) menerangkan bahwa setiap orang berhak 
atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, 
dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas 
rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk 
berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;  
i. Pasal 28H ayat (4) menerangkan bahwa setiap orang berhak 
mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh 
diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun; 
j. Pasal 28I ayat (1) menerangkan bahwa hak untuk hidup, hak 
untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati 
nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk 
diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak 
dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi 
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun; 
k. Pasal 28J ayat (1) menerangkan bahwa setiap orang wajib 
menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Terdapat dua golongan terhadap hak yang ada pada Kovenan 
Internasional tentang Hak Sipil dan Hak politik, yaitu non-derogable 




sifatnya absolut pemenuhannya tidak dapat dikurangi oleh setiap negara 
peserta,
28
 sekalipun dalam keadaan darurat. Hak-hak yang meliputi 
golongan non-derogable rights yaitu: 
a. Hak atas hidup;  
b. Hak atas bebas dari penyiksaan; 
c. Hak atas bebas dari perbudakan; 
d. Hak atas bebas dari penahanan karena gagal memenuhi 
perjanjian utang; 
e. Hak atas bebas dari pemidanaan yang berlaku surut;  
f. Hak sebagai subjek hukum, dan  
g. Hak atas kebebasan berpendapat dan beragama. 
Golongan kedua adalah derogable rights adalah hak yang pemenuhannya 
dapat dibatasi atau dikurangi oleh negara peserta. Hak yang termasuk 
yaitu:  
a. Hak atas kebebasan berkumpul secara damai; 
b. Hak atas kebebasan berserikat; termasuk membentuk dan menjadi 
anggota serikat buruh,dan  
c. Hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, 
termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi 
dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik 
melalui tulisan maupun lisan).  
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Hak atas kebebasan berpendapat atau berekspresi sama dengan hak 
warga negara sehingga sudah semestinya negara menjamin pemenuhan 
hak tersebut. Pemenuhan hak dapat dibatasi dengan memerhatikan 
rumusan Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ( 
Universal Declaration of Human Rights/UDHR), Pasal 19 ayat (3) butir 
(a) dan (b) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik ( 
International Covenant  Cipil and Politcal Rights/ICCPR), dan Pasal 20 
ICCPR, yang merumuskan beberapa batasan yang bisa meniadakan hak 
atas kebebasan berekspresi. Pertama, hak atas kebebasan berpendapat 
dibatasi dengan tujuan menghormati hak orang lain, menjaga ketertiban 
umum, moralitas dan kesejahteraan umum. Kedua, pembatasan 
diberlakukan agar mengenalkan kesejahteraan umum pada warga negara 
yang demokratis, keadaan darurat secara sah dapat membahayakan 
kehidupan negara atau untuk alasan keamanan nasional. Ketiga, guna 
menghormati dan menjaga nama baik warga lainnya. Keempat, 
pembatasan dilakukan jika hak atas berekspresi mengandung rasa benci 
terhadap ras atau agama yang mana dapat menghasut untuk terjadinya 
permusuhan, diskriminasi atau kekerasan. 
Menurut Jayawickrama pengertian pembatasan hak adalah 
pernyataan pembatasan dengan tegas adalah pengecualian untuk aturan 
umum. Dikatakan sebagai aturan umum yaitu perlindungan hak kecuali 
pembatasanya. Ketentuan antara pembatasan hak dan derogasi hak harus 




ukuran sementara yang terbatas pada keadaan darurat publik yang 
mengancam kehidupan bangsa.
 29
 Ketentuan pengurangan bersifat luar 
biasa dan sementara dimana negara dapat menarik diri dari kewajiban 
haknya untuk menanggapi adanya darurat publik.
30
 
Adanya hukum yang melahirkan hubungan hukum akan selalu 
mempunyai dua sisi. Pertama sisi hak dan kedua sisi kewajiban, keduanya 
akan selalu berkaitan dan melengkapi. Lahirnya hak dan kewajiban perlu 
adanya peristiwa hukum selalu dikaitkan dengan akibat. Secara umum 
hukum itu sifatnya pasif.
31
 Seperti yang telah dimuat diatas tentang hak 
warga negara berikut penjelasan tentang kewajiban sebagai warga negara 
berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 Kewajiban warga negara adalah:  
a. Wajib mentaati hukum pemerintahan. Dalam pasal 27 ayat (1) 
UUD NRI Tahun 1945,“Segala warga negara bersamaan dengan 
kedudukannya di dalam hukum pemerintahan dan wajib 
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada 
kecualinya”; 
b. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pada pasal 27 
ayat (3) UUD NRI Tahun 1945,“Setiap warga negara berhak dan 
wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”; 
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c. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Sebagaimana 
dalam pasal 28J ayat 1 UUD NRI Tahun 1945, “Setiap orang 
wajib menghormati hak asasi manusia orang lain”; 
d. Dalam menjalankan hak dan kewajibannya,setiap orang wajib 
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang 
dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta 
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk 
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan 
moral,nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam 
suatu masyarakat demokratis berdasarkan Pasal 28J ayat (2) 
UUD NRI Tahun 1945; 
e. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 
Pasal 30 ayat 1 UUD 1945. Menyatakan, “Tiap-tiap warga negara 
berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan 
keamanan negara.” 
Oleh karenanya, tanggung jawab setiap warga negara salah satu 
terlaksananya hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang harus 
bertanggung jawab untuk setiap perilaku yang telah diperbuat. 
B. Tinjauan Umum Materi Audio Visual 
1. Pengertian Materi Audio Visual  
Audio kaitannya dengan pendengaran yaitu telinga, pesan atau isi 
yang dikirimkan tertuang dengan bentuk simbol auditif, baik itu non- 




(mata) terjadi sebagai gambaran dalam ingatan.
32
 Dibawah ini beberapa 
pendapat tentang audio visual adalah sebagai berikut: 
a. Ahmad Rohani menerangkan pengertian audio visual atau AVA 
merupakan materi insturksi yang disesuaikan dengan 




b. Menurut Drs. Syaiful Bahri dan Aswin Zain menjelaskan audio 




c. Menurut Azhar Arsyad menerangkan audio visual merupakan 
metode untuk menyampaikan atau menghasilkan suatu materi 
yang menggunakan mesin elektronik dan mekanis dalam 
mengirimkan isi audio visual tersebut.
35
  
Sehingga disimpulkan bahwa materi audio visual memiliki komponen 
yang lebih dari satu sehingga merupakan kesatuan dari unsur-unsur yang 
menampilkan gambar dan suara yang dapat bergerak secara bersamaan 
yang dirancang secara sistematis, matang dan logis disesuaikan dengan 
tingkat kesiapan dan tujuan dalam menerimanya.
36
 Audio visual adalah 
materi (alat) yang bisa diterima oleh penglihatan (mata) dan pendengaran 
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(telinga) yaitu yang memiliki muatan-muatan berupa suara dan gambar. 
Materi audio visual salah satu jenis media yang mempunyai unsur 
gambar dan suara seperti film, video dan lainnya. 
2. Karakteristik Materi Audio Visual 
Materi audio visual dapat menampilkan materi yang menggunakan alat 
elektornik dan mekanis agar menghasilkan audio dan visual. 
Karakteristik yang ada dalam materi audio visual sebagai berikut: 
a. Materi audio visual sifatnya linier artinya menampilkan audio 
visual dengan menggunakan alat elektronik. Tampilannya dalam 
dua versi yaitu menampilkan video yang dapat dilihat sekaligus 
audio yang dapat didengar. Seperti pada media sosial yang 
memberikan suasana baru bagi penggunannya untuk dapat 
melihat dan mendengarkan konten yang dibagikan. 
b. Menampilkan visual yang dinamis atau tampilan yang dapat 
berubah dan bergerak yang mana tentu akan mudah dipahami.  
c. Pembuat telah membuat ketetapan agar saat digunakan 
mengikuti apa yang telah ditetapkan.
37
 
3. Jenis-Jenis Materi Audio Visual 
Teknologi semakin pesat, saat ini memunculkan beragam jenis 
materi audio visual yang ditampilkan menunjukkan bahwa cara berpikir 
dan kreativitas manusia berkembang kedepan sehingga materi  audio 
visual memiliki beberapa jenis-jenis diantaranya: 
                                                           




a. Materi Audio Visual Gerak  
Materi  audio visual gerak merupakan materi instruksi 
modern yang disesuaikan dengan kemajuan teknologi yang 
meliputi pendengaran, penglihatan, serta materi gambar bergerak. 




Film salah satu jenis gambar-gambar yang 
ditampilkan melalui lensa proyektor dengan cara mekanis 
sehingga dilayar akan muncul gambar yang hidup. Film 
memiliki daya tarik sendiri karena dapat menampilkan 
suara dan gambar yang hidup. Film dapat  digunakan  
untuk pendidikan, hiburan dan dokumentasi diri. Serta 
dapat menampilkan informasi, konsep pendidikan yang 
rumit, kreatifitas serta dapat memberi dampak bagi yang 
melihat. Film ditampilkan akan lebih mudah untuk 
dimengerti karena penyampaian. 
2) Video 
Video menjadi materi audio visual yang dapat 
mengirimkan pesan dan menampilkan suatu gambar 
bergerak yang dituangkan sifatnya fiktif dan fakta yang 
mana dapat bersifat mendidik, instruksional maupun 
memberi informasi. Video tidak dapat menggantikan 
                                                           




posisi film akan tetapi beberapa tugas film bisa diganti 
oleh video. Secara sendiri-sendiri mempunyai kelebihan 
dan keterbatasan. 
3) Televisi (TV) 
Televisi adalah alat elektornik yang menampilkan 
baik gambar hidup maupun diam secara serentak dengan 
suara lewat sambungan kabel. Sama halnya dengan film, 
televisi juga dapat didengar dan dilihat. Televisi 
mempunyai peran besar khususnya yang berhubungan 
dengan kebudayaan antar bangsa atau negara, sebab saat 
ini sistem penyiarannya tidak akan terkendala oleh 
wilayah jangkauan siaran. Televisi mempunyai peran 
besar untuk menyatukan kebudayaan antar suku sebab 
dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil dengan 
menyiarkannya. Meskipun demikian televisi masih 
memiliki penonton setia seperti untuk kalangan orang 
yang lanjut usia maupun anak-anak. Berikut fungsi dari 
televisi yang menjadi media massa yang masih bertahan 
sampai saat ini yakni: 
a) Menjadi media massa yang dapat menjangkau 
hampir keseluruh belahan dunia dimanapun yang 
saat ini tidak akan memiliki kendala mengenai 
jangkauan wilayah. Karena perubahan yang akhir-




massa. Akibat dari adanya kecanggihan teknologi 
saat ini, televisi dapat membuka masyarakat yang 
sifatnya tradisional menjadi masyarakat yang 
lebih modern atau tebuka. 
b) Menjadi media bagi pemerintah, televisi dapat 
memberikan isi pesan mengenai keadaan sosial 
budaya suatu negara, dengan tiga tujuan utama 
adalah  
Sebagai alat komunikasi pemerintah,televisi 
dalam memberikan pesan terhadap keadaan sosial 
budaya suatu bangsa, meliputi tiga sasaran pokok, yaitu: 
mempertahankan pola sosial budaya, mampu mengubah 




b. Materi Audio Visual Diam 
Materi audio visual diam adalah materi dengan tampilan suara 
dan gambar diam,meliputi: 
1) Film bingkai suara (sound slides) merupakan film yang 
transparan dengan ukuran 35mm, yang umumnya 
dikemas menggunakan bingkai dengan ukuran 2x2 inci 
dibuat dari karton atau plastik. Umumnya dapat selesai 
dengan lamanya kurang lebih 10-30 menit, namun ada 
                                                           




film bingkai suara (sound slide) dengan lama waktu 
sampai 60 menit. 
2) Film rangkai suara. Bedanya dengan film bingkai 
gambarnya dirangai secara urut jadi satu kesatuan. 
Mempunyai ukuran yang sama yakni 35mm. Dalam 
satu rol film gambarnya bisa berjumlah 5075 yang 
panjangnya sampai kerang lebih 100-130, tergantung 
dari isi film tersebut.
40
 
C. Tinjauan Umum Media Sosial 
1. Pengertian Media Sosial 
Kemajuan pada teknologi khususnya internet telah mengalami 
perkembangan yang pesat. Sejalan dengan perkembangan ini, lahirnya 
alternatif media baru yang berdasarkan teknologi informasi. Media baru 
lebih fokus pada karakter masyarakat modern yang individual dan 
budaya barat, yang menanamkan sikap kebebasan setiap warga. Menurut 
McQuail menjelaskan hal utama adanya perubahan akibat munculnya 
media baru yaitu antara lain: 
1. Aspek digital dan konvergensi pada kesemua media; 
2. Peningkatan pada interaksi dan koneksi jaringan; 
3. Pengaturan dan petunjuk dalam mengirim dan menerima 
4. Adaptasi dalam menampilkan dan peran audiensi; 
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5. Lahirnya beragam jenis media baru dari media “gateway”.41 
Qourtrup membuat kesimpulan jika teori media medium fiturnya 
tidak terbatas jumlahnya sehingga tidak akan sesuai dengan media 
digital baru.
42
 Media baru terbentuk dari kelengkapan dan fungsinya 
yang merupakan hal untuk mengatur kompleksitas sosial. Sering dikenal 
dengan istilah  “teori kompleksitas”, yang meletakkan teori sistem 
dengan teori kekacauan yang dinilai tepat apabila diterapkan. Sejauh ini 
hadirnya media baru menjadi pengubah dunia, media baru menjadikan 
masyarakat untuk selalu terdepan dalam mengakses berbagai hal.  
Munculnya beragam jenis media sosial membawa keuntungan 
bagi beberapa penggunanya dari berbagai penjuru dunia untuk dapat 
berkomunikasi dengan biaya yang murah dan mudah. Selain itu, 
cepatnya penyebaran informasi. Namun ada pengaruh negatifnya yaitu 
kurangnya interaksi secara tatap muka yang biasa dilakukan oleh dua 
orang atau lebih, membuat penggunanya akan merasa kecanduan saat 
menggunakan media sosial serta dalam media sosial tidak jarang akan 
ditemukan konten-konten yang melanggar privasi, moral dan peraturan. 
Media dapat diistilahkan sebagai alat komunikasi sebagaimana 
pengertian yang ada saat ini. Koran adalah salah satu representasi dari 
media cetak, sedangkan televisi sebagai materi audio visual dan radio 
sebagai materi audio. Internet adalah bentuk nyata dari materi online 
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atau pada suatu jaringan.
43
 Adapun kata sosial pada media sosial telaah 
teori seharusnya menggunakan pendekatan sosiologi. Pendapat dari 
Funch kata sosial terlihat ada kaitannya dengan kesadaran dan 
informasi.
44
 Terdapat pertanyaan mendasar, misalnya apakah individu 
bisa dikatakan sosial setelah saat secara sadar berinteraksi atau individu 
merupakan manusia yang mempunyai karakter sosial. Pada teori 
sosiologi mengartikan media adalah sosial sebab media adalah salah 
satu aspek dari masyarakat dan bagian dari masyarakat dipresentasikan 
dalam jenis teknologi yang saat ini digunakan. 
Beberapa pakar sosiolog berpendapat mengenai sosial, seperti 
Karl Marx, Max Weber, Emile Dukheim, dan juga Ferdinand Tonnies. 
Emile Dukheim yang menjelaskan sosial berdasarkan dalam kenyataan 
sosial bahwa setiap orang dalam bersikap akan memberikan kontribusi 
pada masyarakat. Hal ini menegaskan jika sebenarnya media dan 
seluruh perangkat lunak (software) adalah sosial maksudnya bahwa 
kedua hal tersebut merupakan hasil dari proses sosial.
45
 Menurut 
Tonnies, sosial merujuk pada kata komunitas (community).
46
 Bahwa  
kepopuleran suatu komunitas dapat dilihat dari kesadaran tiap anggota 
komunitas tersebut bahwa kebersamaan untuk saling bergantung satu 
sama lain. Komunitas dapat terbentuk karena adanya keinginan untuk 
bersama dan diantara anggota komunitas tersebut mempunyai 
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kesepakatan terhadap nilai-nilai moral. Berdasarkan pengertian yang 
diuraikan mengenai media dan sosial, sebenarnya bukan hal yang 
mudah dalam mendefinisikan mengenai media sosial dengan melihat 
pada teknologi saja. Pendekatan teori sosial dibutuhkan untuk 
menegaskan perbedaan antara media sosial dengan media lainnya yang 
ada. 
Media sosial merupakan media yang menawarkan kemudahan 
dan mempunyai bermacam fungsi sebagaimana mestinya. Selain 
memiliki fungsi sebagai alat komunikasi, akan tetapi dapat menjadi alat 
untuk mendapatkan berbagai macam informasi. Seperti hal nya 
pendapat dari Henderi mengatakan bahwa media sosial merupakan 
jejaring sosial yang berdasar pada web yang mana setiap pengguna bisa 
membuat profil untuk umum yang dapat dibatasi dan melihat daftar 
pengguna lain yang terhubung.
47
 Pengertian media sosial yang di 
kemukakan oleh para pakar mempunyai dasar, media sosial berperan 
dan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat yang perlu didesain 
sebaik mungkin supaya media sosial tetap pada tujuan dan fungsinya 
serta tetap memiliki manfaat bagi setiap individu. 
2. Karakteristik Media Sosial 
Media sosial mempunyai karakteristik tersendiri yang hanya ada 
pada media sosial, yakni media sosial berawal dari pengertian bahwa 
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media dapat sebagai sarana sosial di dunia virtual. Adapun 
karakteristik media sosial yaitu:
48
  
a. Membagikan konten kepada  semua orang dan jumlahnya tidak 
terbatas. 
b. Pesan yang dibagikan cepat dan mudah tanpa adanya 
penghalang, sehingga pengguna tidak memerlukan waktu lama 
untuk dapat menerima atau membagikan informasi, semuanya 
tergantung pada jaringan internet yang digunakan oleh masing-
masing pengguna. 
c. Media sosial dapat dikatakan sebagai tempat untuk setiap orang 
dapat berkreatifitas membuat konten apapun yang menarik untuk 
dlihat. Pengguna media sosial memang bertujuan untuk 
menjadikan penggunanya menjadi kreator. 
d. Fitur yang terdapat dalam media sosial yaitu berbagi, mengenal 
identitas pengguna lain, berinteraksi, membuat grup, serta 
membuat cerita. 
Banyaknya situs media sosial membawa pengaruh positif salah 
satunya yaitu cepatnya penyebaran informasi. Selain itu juga 
memudahkan seluruh penggunanya untuk berinteraksi dengan mudah 
kapanpun dan dimanapun. Namun ada pula pengaruh negatif dari 
media sosial, seperti tidak adanya interaksi secara tatap muka dan 
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permasalahan hukum sebab kontennya ada yang melanggar privasi, 
moral, serta peraturan yang ada. 
3. Jenis-Jenis Media Sosial 
Media sosial merupakan media baru dengan berbagai kemudahan 
yang diberikan untuk para penggunanya, dari mulai kemudahan untuk 
berinteraksi dengan orang yang jaraknya jauh, mendapatkan informasi 
dari berbagai penjuru dunia dan berbagi audio visual melalui media 
sosial. Seiring perkembangan yang semakin cepat dan canggih media 
sosial terbagi dalam enam jenis, berikut jenis-jenis media sosial:
49
 
a. Media jejaring sosial (Social Networking) 
Media jejaring sosial merupakan media yang lebih dikenal 
dibanding dengan jenis media sosial lainnya, yang mana 
didalamnya terdapat berbagai situs jejaring sosial yang sering 
digunakan.
50
 Situs jejaring sosial memberi kesempatan bagi para 
pengguna untuk berinteraksi antara satu sama lain. Percakapan 
yang dilakukan tidak hanya melalui pesan tertulis, tetapi juga 
bisa melalui foto dan video. Berbagai situs jejaring sosial yang 
tersedia ada sekarang ini diantaranya:  
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1) Facebook adalah media sosial paling besar didunia, 
pengguna Facebook mencapai miliaran.
51
 Media sosial 
untuk penggunaan pribadi, dan bisa juga digunakan 
banyak pihak sebagai salah satu media bisnis, ataupun 
organisasi. Difacebook dapat membagikan tulisan, foto, 
video, tautan situs dan sebagainya. Dan juga dapat 
berinteraksi dengan pengguna facebook lainnya dengan 
menanggapi postingan, memberi komentar, membagikan 
dan lain sebagainnya. 
2) WhatsApp adalah bentuk aplikasi pesan tanpa 
membutuhkan biaya lebih, karena hanya perlu jaringan 
internet. WhatsApp tidak hanya untuk mengirimkan 
pesan tertulis namun juga dapat berupa video atau suara 
serta dapat melakukan video tatap muka dalam jarak 
jauh. 
3) Line merupakan salah satu media yang hampir serupa 
dengan whatsapp. Perbedaan dengan Whatsapp jika Line 
dapat mengakses berita luar negeri maupun dalam 
negeri, namun Whatsapp tidak ada fitur seperti itu. 
Uraian diatas adalah media sosial yang tujuannya untuk 
menampilkan konten seperti, aktivitas , pendapat pengguna 
lainnya atau profil. Ciri khusus jejaring sosial adalah para 
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penggunanya dapat membuat grup atau kelompok pertemanan. 
Membentuk jaringan pertemanan baru pada umumnya dilakukan 




Media jejaring sosial juga dapat menampilkan materi audio 
visual, seperti contoh platform whatsapp yang hampir semua 
pengguna memiliki akun whatsapp yang didalamnya dapat 
membentuk suatu grup biasanya dalam suatu grup whatsapp 
siapapun dapat mengirimkan broadcast mengenai sesuatu hal 
apapun. Hal ini artinya di platform whatsapp juga dapat 
menyebarkan suatu informasi serta media berupa audio visual. 
b. Platform Penerbitan Sosial (Social Publishing Platforms) 
Salah satu yang termasuk media ini adalah blog dan 
microblog yang mana tugasnya membagi artikel-artikel yang telah 
dibuat oleh penggunanya.
53
 Blog merupakan media sosial yang 
memberi fasilitas bagi penggunanya untuk dapat menulis konten 
yang lebih seperti membuat sebuah catatan harian. Selain dapat 
membuat suatu tulisan mengenai kegiatan yang sering dilakukan, 
blog juga memberi kesempatan bagi pengguna lainnya untuk dapat 
berkomentar mengenai tulisan yang diunggah dalam web. 
Microblog hampir memiliki kesamaan dengan blog, akan tetapi 
terdapat perbedaan yakni mikroblog mempunyai ukuran yang lebih 
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kecil daripada blog yang mempunyai ukuran yang lebih besar. 
Twitter sebagai salah satu bentuk dari mikroblog yang hanya 
memberikan kesempatan untuk penggunannya untuk membuat 
tulisan dengan maksimal karakter kata 280. Sekarang ini twitter 
memperbaharui platformnya dengan menambahkan fitur story 
yang mana penggunanya dapat berbagi cerita yang dilakukan 
sehari-harinya. Istilah yang dikenal oleh para pengguna twitter 
yaitu fleets. Social publishing  bersifat real time maupun tidak.  
c. Situs Bookmark (Bookmarking Sites) 
Situs Bookmark (Bookmarking Sites) merupakan cara bagi 
setiap yang menggunakan internet untuk mengelola, menyimpan 
dan mencari penanda sumber daya dengan cara online tanpa perlu 
dibagikan cukup tersimpan dalam internet pemilik atau pengguna 
yang nantinya akan dijadikan pengguna sebagai referensi atau 
dapat juga penanda bagi pengguna terhadap suatu situs yang nanti 




d. Media Jaringan Berbagi 
Media ini digunakan agar para penggunannya dapat berbagi 
informasi yang dikirim dalam bentuk video dan foto. Disediakan 
fitur untuk mngubah atau mengedit konten sebelum akan 
dibagikan ke pengguna lain. Seperti: Snapchat,TikTok,Youtube 
                                                           






 Adanya berbagai macam media sering digunakan 
oleh para pengguna untuk saling berbagi berikut penjelasan 
beberapa jenis media jaringan berbagi yakni:
56
  
1) Instagram merupakan media yang memiliki fitur berbagi 
video dan foto serta penggunanya dapat melakukan live 
instagram dan dibagikan pada pengguna lain, khususnya 
untuk pengikut. Selain untuk posting foto dan video, ada 
tambahan fitur yaitu fitur stories dan IGTV stories yakni 
foto atau video yang akan muncul dalam profil, akan 
tetapi hanya dalam jangka waktu 24 jam, sedangkan 
IGTV adalah fitur baru yang memungkinkan pengguna 
instagram meningkat cukup pesat saat ini, khususnya 
bagi pengguna internet di indonesia, terutama dikalangan 
muda.  
2) Youtube adalah media yang membagikan video dengan 
durasi ditentukan sendiri oleh penggunanya dan 
pengguna lain dapat menontonnya. Youtube menjadi 
platform yang lebih sering menampilkan audio visual 
dibanding dengan lainnya. Materi audio visual yang 
dapat dilihat seperti, musik video, film, video blog dan 
lain sebagainya. 
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E-Commerce merupakan jenis media yang mana 
didalamnya dapat dilakukan transaksi jual beli antara 
penggunannya atau pembeli dan konsumen lewat sarana yang ada. 
E-commerce menjadi pilihan dan solusi yang paling banyak 
digunakan karena saat ini hampir semua orang bertransaksi secara 
online. Serta e-commerce memberikan kemudahan dan kecepatan 
karena dapat menghemat waktu. Hanya dengan bermodalkan 
jaringan internet setiap orang dapat melakukan transaksi jual beli 
secara elektronik.  Tentu hal ini menguntungkan pihak-pihak 
seperti konsumen, pihak produsen maupun pihak penjual. Contoh 
: Amazon, Shopee, Tokopedia, dan Gojek.
57
 
4. Manfaat Media Sosial 
Media sosial memberi pengaruh besar dalam kelangsungan hidup 
masyarakat, khususnya memudahkan beragam jenis kegiatan dapat 
dilakukan dengan dua arah dengan saling berkenalan dan berkolaborasi 
dalam bentuk audio visual, tulisan maupun visual. Dapat dikatakan jika 
hampir semua aktifitas sehari-hari setiap orang lebih kepada media 
sosial. Fasilitas yang diberikan di media sosial yang membuat setiap 
orang akan betah jika menghabiskan waktunya dengan bermedia sosial.  
Dengan bermedia sosial informasi yang didapat dari segala 
bidang mulai dari bisnis, olahraga, ekonomi dan juga pendidikan. Karena 
                                                           




konten yang dibuat masing-masing pengguna beragam sehingga 
pengguna media sosial tidak akan merasa bosan jika sudah menggunakan 




a. Untuk kegiatan belajar, mendengarkan, dan  menyampaikan. 
Bermacam situs media sosial saat ini sebagai media dalam 
penyampaian informasi bagi para penggunanya. Selain itu, 
bermanfaat dalam sarana pembelajaran lewat berbagai informasi 
yang tersedia dan isu yang terjadi. Media sosial merupakan 
jendela dunia yang memuat berbagai macam budaya, sosial, 
ekonomi, dan tradisi yang bermanfaat bagi penggunanya. Untuk 
itu, pengguna media sosial harus paham dengan kritikan dan 
kebijaksaan dalam penggunaanya.  
b. Manfaat media sosial dapat digunakan untuk administrasi, 
integrasi dan dokumentasi diri. Beragam jenis  situs media sosial 
pada umumnya memuat konten-konten yang mengandung 
informasi, kejadian, maupun hasil-hasil riset kejadian.  
c. Media sosial berguna bagi para ahli manajemen dan marketing 
sebagai alat untuk memudahkan dalam membuat rencana dan 
strategi. Contohnya dengan berpromosi, mendapatkan konsumen, 
melakukan jual beli, serta mendidik publik atau pengguna 
lainnya. Hadirnya  media sosial dalam bisnis pada era revolusi 
                                                           




saat ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pengguna media 
sosial dan sisi pengiklan. Dari sisi yang mengiklankan, media 
sosial menawarkan beragam konten. Iklan akan menampilkan 
tulisan serta materi audio visual. Dari sisi pengguna media sosial 
akan mendapatkan manfaat seperti kecepatan untuk mendapat 
konsumen dan biaya yang dikeluarkan untuk membuat suatu 
iklan lebih murah. 
d. Sebagai sarana evaluasi, pengukuran, dan kontrol. Media sosial 
berguna untuk mengontrol kelompok atau organisasi serta 
membuat evaluasi rencana yang telah dilakukan. Selain itu, 
media sosial juga bisa sebagai langkah preventif untuk memberi 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pengaturan Tentang Menyebarkan Materi Audio Visual Melalui 
Media Sosial 
Dampak positif setelah reformasi sangat dirasakan oleh masyarakat 
karena semakin mudahnya untuk mengakses informasi dan meluasnya hak 
untuk dapat berpendapat, berekspresi dan berkreatifitas. Bungkamnya hak 
untuk berpendapat di masa sebelum reformasi tidak terlepas juga 
dbatasinya jaringan yang digunakan untuk berpendapat. Saat masih 
adanya tindakan represif, penguasa yang kuat mengatur hidup dan 
matinya saluran informasi, utamanya pada media, sampai pada kebijakan 
media yang berlaku.
59
 Saat itu mudah mengatur media karena yang hadir 
adalah media konvensional misalnya televisi, radio, majalah, ataupun 
media cetak koran. 
Surat Ijin Usaha Penerbitan (SIUP) adalah istilah yang selalu 
dikaitkan dengan media dan pemisahan pada media dimasanya, telah 
menjadikan media hanya saluran informasi untuk para penguasa pada 
masa itu. Sedangkan para pengkritik-pengkritik pada masa itu ingin 
menyampaikan pendapatnya mendapatkan tekanan. Sehingga para 
pengkritik mencoba mencari jalan keluar untuk tetap bisa menyampaikan 
pendapat yaitu dengan melalui media meskipun masih ada keterbatasan 
hanya media komunitas. Namun melalui media komunitas keleluasaan 
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dalam menyampaikan pendapat dirasakan oleh pengguna. Tetapi karena 
adanya keterbatasan, sehingga hanya orang tertentu yang dapat mengakses 
informasi dengan isi yang lebih kritis dan transparan. Selesainya orde baru 




Media yang populer saat ini yakni media sosial yang mana sifatnya 
lebih praktis dan transparan membuat masyarakat beralih dari peradaban 
kuno menuju yang lebih modern. Kecepatan dan kemudahan membagikan 
informasi lewat media sosial. Bahkan media sosial membawa lembaga 
pemerintahan untuk ikut terpengaruh tidak hanya khalayak umum.
61
 
Alasan pemerintah ikut serta dalam menggunakan media sosial yakni agar 
masyarakat dapat berpartisipasi dalam program pemerintah serta 
memberikan pelayanan publik secara online. Media sosial menjadi aspek 
penting ditengah kehidupan masyarakat dan masyarakat dapat melakukan 
beberapa hal melalui media sosial seperti menyebarkan audio visual 
dengan berbagai macam konten didalamnya.  
Berbagai macam konten audio visual yang memberikan 
pengetahuan, tips dan trik sesuatu hal maupun berbagi cerita sehari-hari. 
Platform yang memiliki fitur membagikan audio visual misalnya Youtube, 
Instagram, Netflik dan Tiktok dan lain sebagainya. Platform media sosial 
tersebut memberi ruang untuk setiap warga mengaplikasikan haknya 
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untuk dapat menyebarkan audio visual berdasarkan atas kehendak setiap 
warga negara. Media berdasar ideologi berpijak kepada massa, dewasa ini 
media menjadi lembaga sosial yang mempunyai perngaruh bagi 
masyarakat. Media dengan konsep seperti ini mempunyai fungsi 
diantaranya fungsi menghibur; agenda; penghubung; pendidikan; 
membujuk; informasi. Hak untuk menyebarkan audio visual melalui 
media sosial merupakan salah satu termasuk dalam hak setiap warga 
dalam mengakses media yang mana sebagai tempat dalam menunjukkan 
eksistensinya. 
Tidak dapat dipungkiri jika memang media sosial saat ini menjadi 
primadona bagi semua individu,tidak menutup kemungkinan di indonesia 
juga memiliki pengguna media sosial yang hampir setiap tahun 
mengalami kenaikan. Berdasarkan survey dari We Are Social dan 
HootSuite sebuah platform manajemen media sosial dalam laporan Global 
Digital Reports 2020 yang dirilis pada akhir Januari 2020 menunjukkan 
bahwa dari jumlah 272,1 juta penduduk di indonesia, pengguna media 
sosial 160 juta orang.
62
 Jika dibandingkan pada tahun 2019 pengguna 
media sosial berjumlah 150 juta orang, sedangkan pada tahun ini drafnya 
meningkat sebanyak 8,1 persen. Rata-rata warga negara indonesia dalam 
menggunakan media sosial mencapai 3 jam 26 menit perhari. Pada catatan 
waktu rata-rata global  menunjukkan 2 jam 24 menit jadi angka tersebut 
                                                           




diatas telah melebihi rata-rata.
63
 Penetrasi media sosial hampir mendekati 
angka 59 persen pengguna di indonesia. Jika dibandingkan pada tahun lalu 
di tahun 2020 angkanya mencapai 8,1 persen.
64
 Selanjutnya data tentang 
jenis media sosial yang sering diakses oleh setiap individu. Jenis yang 
berada pada peringkat pertama yaitu Youtube. Keberadaan youtube di 
peringkat pertama memperlihatkan kalau warga indonesia lebih menyukai 
tontonan audio visual seperti video. Bahkan musik video dalam platform 
youtube paling di cari. Instagram jumlah penggunanya mendekati angka 1 
miliar dari seluruh penjuru dunia, Indonesia berada di tingkat ketiga untuk 
jumlah yang dapat dicapai. Dari semua pengguna di Indonesia angkanya 
mencapai 63 juta.
65
 Jika dilihat pada tahun lalu juga mengalami 
peningkatan reach instagram yang cukup tinggi. Selanjutnya media sosial 
TikTok yang saat ini hampir semua orang menggunakannya untuk 
menyebarkan audio visual. Tiktok menjadi primadona di kalangan 
milenial, dapat dilihat riset dari Sensor Tower pada kuartal ke-2 2020, 
bahwa yang mengunduh aplikasi TikTok  mencapai 300 juta.
66
 
Media sosial sangat memberikan ruang yang luas bagi 
penggunannya untuk dapat menggunakan hak yang dimilikinya. Dari data 
tersebut dapat dilihat jika setiap warga negara dapat menyebarkan audio 
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visual apapun tanpa ada sekat yang membatasi, dan dapat dilakukan 
kapanpun dan dimanapun. Media pada dasarnya juga perlu diatur yang 
mana dituangkan dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis. 
Beberapa pengaturan yang relevan terkait dengan media utamanya pada 
media sosial tentang menyebarkan materi audio visual melalui media 
sosial yaitu sebagai berikut: 
UUD NRI Tahun 1945 dalam ketentuannya memuat mengenai hak 
yang dimiliki oleh setiap warga negara. mulai dari Pasal 27, Pasal 28, 
Pasal 28A-Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945. Dari beberapa pasal tersebut 
yang kaitannya dalam menyebarkan audio visual melalui media yakni 
pada Pasal 28,Pasal 28E dan 
Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa:  
 
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan 
memperoleh informasi untuk mengembangkan 
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak 
untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 
mengolah, dan menyampaikan informasi dengan 
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”  
 
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, adanya 
tuntutan untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran hak asasi telah 
mendorong terciptanya UU ini. UU HAM diciptakan dengan harapan 
dapat memperkuat komitmen untuk melindungi dan memajukan hak asasi 
manusia di indonesia, sebab akan menjadi hak yang dilindungi secara 






Pasal 14 menjelaskan bahwa: 
“(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan 
memperoleh informasi yang diperlukan untuk 
mengembangkan pribadi dan lingkungan 
sosialnya. (2) Setiap orang berhak untuk mencari, 
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 
menyampaikan informasi dengan menggunakan 
sejenis sarana yang tersedia.” 
 
Ketentuan dalam frasa “segala jenis media yang ada” artinya 
bahwa mengaplikasikan hak dapat melalui teknologi yang saat ini ada 
media sosial termasuk salah satunya. 
Undang-Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi isi 
Undang-Undang ini merupakan pengaturan secara spesifik mengenai 
asas-asas telekomunikasi. Dalam UU ini mengatur tentang konsumen 
jaringan, penyelenggara serta jasa telekomunikasi, pelaku telekomunikasi, 
konsekuensi serta larangan yang harus diterima apabila melanggar apa 
yang telah diatur didalamnya. Pasal 12, Pasal 13 dan  
Pasal 14 UU Telekomunikasi menyatakan bahwa: 
“ Setiap pengguna telekomunikasi mempunyai hak 
yang sama untuk menggunakan jaringan 
telekomunikasi dan jasa telekomunikasi dengan 
memperhatikan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.” 
 
Telekomunikasi merupakan faktor untuk dapat menggerakkan 






 Telekomunikasi dijadikan sebagai objek dalam suatu 
kekuasaan negara serta faktor ekonomi yang penting untuk negara.  
Undang-undang No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. UU 
Penyiaran penting diperhatikan bahwa uu ini dibutuhkan dalam regulasi 
khususnya dalam dunia penyiaran. Dilain sisi dalam Pasal 6 ayat (1) UU 
Penyiaran menjelaskan bahwa penyiaran dilakukan dengan menggunakan 
satu sistem penyiaran nasional. Pada Pasal 6 Ayat (2) penggunaan 
frekuensi radio tujuannya untuk kesejahteraan rakyat. 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik merupakan undang-undang yang melindungi hak 
berpendapat dan hak berekspresi utamanya. Dalam undang-undang 
tersebut aspek penting untuk mengatur dan melindungi kebebasan untuk 
mencari maupun menyebarkan informasi. UU ini dibuat dengan tujuan 
untuk memberikan jawaban bagi hak publik untuk memenuhi kebutuhan 
informasi bagi mereka, dengan transparan, akurat dan cepat. Artinya 
semua lembaga diwajibkan untuk dapat menjadi sumber informasi dan 
komunikator yang baik bagi publik. Namun UU ini memiliki beberapa 
permasalahan yakni masih kurangnya pengertian mengenai badan publik 
sebagai yang melaksanakan suatu kewajiban sebagaimana yang 
dirumuskan pada UU KIP, juga mengenai prosedur dalam manajemen 
informasi. Pasal 4 dan Pasal 6 UU KIP. 
Pasal 4  
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“ (1) Setiap orang berhak memperoleh informasi 
publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 
ini. 
  (2) Setiap orang berhak: 
a. Melihat dan mengetahui informasi publik; 
b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka 
untuk umum untuk memperoleh informasi 
publik 
c. Mendapatkan salinan informasi publik melalui 
permohonan sesuai dengan Undang-Undang 
ini; dan/atau 
d. Menyebarluaskan informasi publik sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan.” 
 
Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (biasa disingkat UU 
ITE) adalah sebagai produk hukum pertama yang mana mengatur 
mengenai Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tentunya UU ini 
sebagai tonggak dalam memanfaatkan Teknologi Informasi dan Transaksi 
Elektronik. Terjadinya perubahan UU ITE ini sebab terkendala oleh 
beberapa permasalahan. Sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
Dalam Undang-Undang No 19 tahun 2016 tersebut dikeluarkan dengan 
tujuan melengkapi yang belum ada pada pasal-pasalnya. UU ITE 
merupakan sikap tanggungjawab pemerintah untuk melindungi secara 
maksimal dalam kegiatan memanfaatkan teknologi komunikasi agar 
tindak kejahatan dan penyalahgunaan teknologi komunikasi dapat 




dampak dari kemajuan teknologi informasi.
68
 Menurut Pasal 1 angka 1 
UU ITE menjelaskan yang dimaksud informasi elektronik yaitu segala 
macam data yang berupa suara, tulisan maupun gambar yang mempunyai 
makna bisa dimengerti oleh orang lain. Kemudian dalam Pasal 1 angka 3 
yang inti didalamnya teknologi informasi merupakan cara dalam 
menyimpan, menyebarkan maupun mengumpulkan suatu informasi.  
Tiap peraturan yang dilahirkan untuk kepentingan umum, 
hubungannya dengan media, pengaturan tersebut dibuat untuk 
memberikan perlindungan pada pengaruh negatif media. Tidak banyak 
pasal-pasal yang membela kepentingan umum, setiap perundang-
undangan adalah hasil dari politik yang mana selalu ada permainan 
didalamnya. Tentunya setiap Undang-Undang perlu diperbaiki maupun 
diperbaharui mengingat perkembangan teknologi yang akan semakin 
canggih. 
Pengaturan mengenai media sosial untuk sekarang ini masih 
belum terealisasikan. Peraturan mengenai media sosial menjadi 
perdebatan oleh beberapa pihak yang meminta pemerintah untuk 
membuat suatu kebijakan mengenai media sosial. Beberapa pihak 
berpendapat bahwa perlunya aturan yang mengatur mengenai media 
sosial secara lebih spesifik. Pengaturan media merupakan kebijakan dan 
aturan yang kaitannya dengan mengatur operasi media dan hubungannya. 
Pengaturan  ini diperlukan supaya adanya keseimbangan dan teraturnya 
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antara media dengan sesama global media dan industri media, warga, 
serta pemerintah. Pengaturan media harus dibatasi berita dan 
menggunakan teknologi media agar terhindar dari penyimpangan hukum. 
Moderisasi media sosial adalah upaya untuk menemukan 
keseimbangan antara membatasi hak dan melahirkan lingkungan internet 
yang aman. Pada beberapa kasus platform media sosial ada yang sudah 
memberi perlindungan bagi penggunanya. Seperti pada Twitter yang 
akhir-akhir ini melakukan perubahan peraturan agar menjaga para 
pembuat iklan. Berdasarkan pada penelitian Konten Berbahaya: Peran 
Perusahaan Platform Internet dalam Memerangi Hasrat Teroris dan 
Diseminasikan Secara Politik memberi saran untuk platform media sosial 
harus melakukan upaya lebih banyak lagi untuk mengatur konten-konten 
didalamnya.
69
 Sehingga pentingnya pengaturan yang secara spesifik 
mengatur mengenai media sosial sehingga media sosial dapat terkontrol 
lebih baik dan bermanfaat untuk setiap warga negara. 
Penting bagi pemerintah untuk lebih serius lagi dalam mengatur 
hal demikian. Permasalahan munculnya UU yang akan mengatur 
mengenai dunia digital, terutama media sosial sebetulnya sejak lama 
dibicarakan oleh berbagai pihak. Salah satunya pemilik platform 
Facebook Mark Zuckerberg yang mendorong dunia untuk berperan lebih 
efektif dalam mengatur media sosial. Peraturan tersebut perlu agar setiap 
pengguna untuk tanggung jawab sehingga mampu mengikuti kemajuan 
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teknologi informasi. Adanya UU itu disatu sisi dapat menjadi aturan yang 
mengatur sikap pemerintah secara represif dan preventif agar lebih baik 
lagi dalam mengatur dunia digital. Sehingga para penggunanya dapat 
menggunakan media sosial sesuai dengan aturan dan memahami etika 
dalam bermedia sosial serta bertanggung jawab untuk setiap perbuatan 
yang dilakukan saat bermedia sosial. 
B. Pembatasan Hak Warga Negara Dalam Menyebarkan Materi Audio 
Visual Melalui Media Sosial 
Negara Indonesia adalah negara dengan berlandaskan pada hukum 
yang mana ciri dari negara hukum yaitu jaminan untuk melindungi hak 
setiap warga negaranya.
70
 maka sudah menjadi kewajiban pemerintah 
memberi pemenuhan perlindungan hak warga negara dalam keadaan 
apapun. Hal ini dapat dilihat dalam UUD NRI Tahun 1945 yang 
mengatur hak warga negara tertuang dalam Pasal 28A-28J. Dalam 
instrumen hukum internasional juga mengatur hal demikian yaitu pada 
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional 
tentang Hak-hak Sipil dan Hak Politik ( Pasal 6 sampai dengan Pasal 27). 
Dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik didalam pasal-
pasalnya mengatur mengenai jaminan hak-hak asasi. 
Hak-hak yang diatur pada beberapa peraturan maupun dalam 
instrumen hukum internasional, sejatinya dapat dibatasi. Hak yang 
tergolong derogable rights pemenuhannya bisa dibatasi dengan ketetuan 
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yang telah ada dalam UU tersebut. Dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 
28 J memberi penjelasan bahwa hak-hak tersebut ketentuannya dibatasi 
berdasarkan undang-undang. Pembatasan telah dicantumkan dalam Pasal 
28 J itu memuat Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 I UUD NRI Tahun 
1945. Oleh sebab itu, perlu dipahami hak-hak asasi yang ada dalam UUD 
NRI Tahun 1945 tidak selamanya bersifat mutlak. Berdasarkan Pasal 28J   
hak   dapat dibatasi dengan alasan tertentu, kecuali hak yang disebutkan 
dalam Pasal 28I. Karena hak yang ada dalam Pasal 28 I UUD NRI Tahun 
1945 termasuk hak non-derogable rights adalah hak-hak yang bersifat 
absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara pihak, 
meskipun dalam keadaan darurat sekalipun. Hak yang absolut dapat 
dijadikan sebagai alat kekuasaan belaka bagi para penguasa.
71
 
Masalahnya penerapan pembatasan hak di indonesia adalah suatu 
kegagalan dalam membedakan antara hak yang pelaksanaannya dapat 
dibatasi dan sebaliknya.
72
 Tidak adanya penegasan perumusan antara 
hubungan Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur non-
derogable rights namun secara kontradiktif dikenakan pembatasan 
berdasarkan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 menimbulkan berbagai 
polemik,multitafsir, dan bias dari berbagai kalangan. Hal ini dapat 
menimbulkan penerapan pembatasan hak yang melampaui keadaan yang 
seharusnya.  Pasal 4 dan Pasal 5 Kovenan Intenasional tentang Hak-hak 
Sipil dan Hak Politik juga mengatur mengenai syarat-syarat untuk suatu 
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negara apabila akan melakukan pembatasan hak. Hak-hak yang diatur 
dalam pasal-pasal tersebut dikatakan dengan hak yang negatif (negative 
rights), yang dimaksud bahwa hak yang dijamin dapat terpenuhi jika 
peranan negara berkurang atau terbatasi.
73
 Sebagaimana pendapat dari 
Bielefeldt, dilakukannya pembatasan namun perlu pula batasan-
batasannya.
74
 Satu hal penting untuk dikaji bukan terdapatnya pemenuhan 
dalam membatasi namun ketentuan dan dasar yang dibolehkan dalam 
melakukan pembatasan.  
Kovenan internasional tentang hak sipil dan politik 
mengamanatkan bagi negara untuk berwenang membatasi hak saat negara 
dalam keadaan darurat yang dapat mengancam keberlangsungan hidup 
dalam bernegara. Secara tegas untuk memenuhi standar ICCPR, hukum 
mengenai pembatasan harus jelas dan tidak berubah-ubah (asas 
prediktabilitas).
75
 Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 Kovenan 
hak sipil dan politik menjelaskan bahwa:  
“1. Dalam keadaan darurat yang mengancam 
kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang 
telah diumumkan secara resmi, Negara-negara 
Pihak Kovenan ini dapat mengambil langkah-
langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban 
mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh sangat 
dibutuhkan pada situasi keadaan darurat, 
setidaknya langkah yang diambil tidak 
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bertentangan dengan instrumen hukum 
internasional dan tidak bersifat diskriminatif 
semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, 
jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul 
sosial). 
2. Pengurangan kewajiban atas pasal-pasal 6, 7, 
8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, 16 dan 18 sama sekali 
tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan 
ini).” 
 
Berdasarkan Pasal 4 diatas artinya  ketika keadaan darurat 
membatasi hak warga negara yang dilakukan pmerintah bisa dibenarkan 
karena hal ini untuk melindungi warganya dan mempertahankan negara. 
Komite PBB mengenai HAM pada Komentar Umum No. 29 dalam Pasal 
4 ICCPR. Didalamnya memberikan penjelasan bahwa terdapat dua syarat 
untuk melakukan pembatasan antara lain keadaan yang dialami memang 
dapat mengancam negara dan keadaan darurat ini perlu dinyatakan 
dengan sah oleh negara. Namun jika pemerintah telah mengumumkan 
keadaan darurat,
76
 maka hanya beberapa hak yang pemenuhannya dapat 
dibatasi , yaitu hak yang termasuk derogable rights (hak yang dapat 
dibatasi atau dikurangi pemenuhannya dalam keadaan darurat). Jaminan 
pemenuhan hak termasuk dalam derogable rights bisa dibatasi atau 
pemenuhannya ditunda. Pengecualian atas jaminan perlindungan hak 
tidak seharusnya selalu diartikan sebagai keharusan untuk menerapkan 
ketentuan pembatasan hak. Kaidah yang dipertahankan MK RI pada 
Putusan No.2-3/PUU-V/2007 adalah semua hak dalam bab XA UUD 
1945 tunduk pada pembatasan oleh pasal 28J ayat (2). Secara tidak 
                                                           
76 Sefriani, “Kewenangan Negara Melakukan Pengurangan dan Pembatasan Terhadap 




langsung hal ini menunjukkan adanya pengaruh ajaran positivisme 
tentang hak dengan asasnya goverment first-rights second.
77
 
Terdapat  dua pandangan mengenai mengapa harus ada 
pembatasan sedangkan ada hak. Kesatu, pernyataan pembatasan hak 
berdasarkan dengan terdapatnya pengakuan karena ada hak yang sifatnya 
tidak mutlak, melainkan sebagai cerminan dalam keseimbangan 
kepentingan individu dan warga secara luas.
78
 Untuk itu adanya perkiraan 
jika pembatasan hak sifatnya lama atau permanen. Kedua dalam hal 
untuk menangani pertikaian antara hak seperti contohnya pertikaian 
kebebasan dalam menyebarkan informasi dengan menghormati hak 
pribadi atau misalnya hak untuk beragama. Membatasi satu hak bisa 
memberi kelonggaran bagi hak lain untuk bisa dilaksanakan. Pembatasan 
diperlukan juga agara melindungi hak yang lainnya.
79
  
Pentingnya beberapa negara membatasi hak asasi adalah karena 
ancaman keadaan darurat dalam hidup bernegara dan hal ini seperti yang 
dijelaskan dalam Pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan 
Politik. Dalam pengaturan keadaan darurat akan ada unsur-unsur yang 
memiliki sifat mengurangi, membekukan atau membatasi hal semacam 
ini haruslah: 
1. Sifatnya sementara; 
2. Untuk mengatasi keadaan krisis; 
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3. Tujuannya untuk mengembalikan keadaan normal umumnya yaitu 
untuk mempertahankan hak yang sifatnya fundamental.
80
 
Hal yang mengatur bahwa tidak dapat dilakukan pengurangan hak 
tekecuali pada keadaan tertentu, dirumuskan dalam Pasal 5 Kovenan 
Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik yang menjelaskan 
bahwa: 
“ 1. Tidak  ada satu ketentuan pun dalam 
Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai 
memberikan secara langsung kepada suatu 
Negara, kelompok atau perseorangan hak untuk 
melakukan kegiatan atau tindak apa pun yang 
bertujuan untuk menghancurkan hak atau 
kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini, atau 
untuk membatasi hak dan kebebasan itu lebih 
besar daripada yang ditentukan dalam Kovenan 
ini. 
2. Tidak satupun pembatasan atau pengurangan 
atas hakhak asasi manusia yang mendasar yang 
diakui atau berada di negara manapun 
berdasarkan kekuatan hukum, konvensi, 
peraturan atau kebiasaan, akan dapat diterima, 
dengan alasan bahwa Kovenan ini tidak 
mengakui hak-hak tersebut, atau mengakuinya 
namun tidak sepenuhnya.” 
 
Maksud dari ketentuan diatas bahwa dalam hal pencegahan 
dalam menyalahgunakan baik dari warganya maupun negara atas hak 
yang terdapat pada kovenan tersebut. Pasal 5 memberi kekuatan bahwa 
perlunya memposisikan tujuan dan melindungi penafsiran yang keliru 
dalam ketentuan apapun guna memberi pembenaran bahwa dikuranginya 
hak yang ada dalam kovenan atau membatasi hak pada tingkatnya 
dibandingkan yang telah ada pada kovenan. Dalam Pasal 29 DUHAM 
                                                           




menjelaskan jika dilaksanakannya hak, harus sesuai dengan batasan-
batasan yang sudah diatur oleh UU, hal ini agar menghormati hak orang 
lain serta mensejahterakan publik dengan adil pada warga yang 
menunjunjung tinggi demokrasi. 
Prinsip-prinsip Siracusa menterjemahkan dengan rinci 
menjelaskan mengenai pengurangan dan pembatasan hak yang tertulis 
dalam Kovenan Internasional tentang Hak sipil dan Hak politik. Prinsip 
Siracusa mengatakan jika membatasi hak jangan sampai melukai dasar 
dari hak. Setiap pengaturan pembatasan perlu dituliskan dengan tujuan 
untuk melindungi hak dan harus dengan tegas. Dalam prinsip ini 
berulang kali menjelaskan bahwa membatasi hak tidak boleh 
menyimpang pemberlakuannya.
81
 Berikut adalah pembatasan dan 
pengurangan hak yang perlu diperhatikan dengan keadaan yang harus 
dipenuhi yaitu: 
1. Harus dengan berlandaskan hukum. Tidak dapat melakukan 
pembatasan jika belum ada hukum nasional yang mengaturnya. 
Hukum yang telah diatur juga pemberlakuannya tidak boleh 
menyimpang dan harus dengan alasan tertentu. Pembatasan hak 
aturannya harus tegas dan jelas serta dapat dilihat oleh siapapun.
82
 
2. Pembatasan perlu khususnya dalam masyarakat  yang menjunjung 
tinggi nilai demokrasi. Beban untuk menetapkan persyaratan 
pembatasan ini ada pada negara yang menetapkan aturan 
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pembatasan dengan menunjukkan bahwa pembatasan tersebut 
tidak mengganggu berfungsinya demokrasi di dalam masyarakat.
83
 
3. Menjaga ketertiban publik. Hal ini diartikan sebagai beberapa 
aturan yang menjamin berjalannya masyarakat. Lingkup ketertiban 
umum yaitu menghormati hak asasi. Negara harus dapat 




4. Melindungi moral warga secara luas. Negara harus mampu 
membuktikan jika pembatasan hak itu penting agar terjaganya 
norma-norma dasar. Klausul ini tidak boleh menyeleweng dari 
tujuan dan maksud Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan 
Hak Politik. 
5. Menjaga dan melindungi keamanan nasional. Hal ini tujuannya 
agar eksistensi negara tetap terlindungi. Klausul ini tidak dapat 
dijadikan alat bagi negara untuk membatasi hak secara 
menyimpang dan tanpa alasan.
85
  
6. Untuk memberi perlindungan bagi hak orang orang lain. Jika 
terjadi pertikaian antar hak, maka hak dasar tetap harus 
diutamakan. Untuk permasalahan negara yang dikritik dan opini 
publik klausul ini tidak dapat untuk melindungi hal demikian. 
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Beberapa karakteristik untuk mendapatkan keabsahan dalam 
melakukan pembatasan.
86
 Pertama syarat dilakukannya pembatasan hak 
harus berdasarkan dengan alasan yang telah diizinkan pada klausul yang 
relevan. Kedua menetapkan pembatasan hak dengan harus adanya aturan 
yang resmi dan berdasarkan pada peraturan pada masing-masing negara 
pihak dan hanya diperlukan dan diijinkan pada negara demokratis. 
Ketiga adalah pembatasan harus memenuhi prinsip proportionality. 
Proporsional yang dimaksud merupakan harus ada keseimbangan jika 
akan memberlakukan pembatasan maupun pengurangan terhadap tujuan 
yang akan dicapai. 
Berlakunya asas proporsionalitas didasarkan terhadap pengakuan 
negara yang mempunyai wewenang untuk melakukan pembatasan 
terhadap hak secara sah tetapi tidak menyeleweng. Asas proporsionalitas 
sebagai bentuk pembatasan terhadap penerapan ketentuan pembatasan 
hak hakikatnya diperlukan dalam situasi persaingan di antara 
kepentingan-kepentingan yang sah yang berimplikasi pada tidak 
kekalnya ajudikasi hak.
87
   
Jika dilihat pada tahun 2019 pernah terjadi pembatasan terhadap 
media sosial yakni Pemerintah melakukan pembatasan akses media 
sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, dan Line untuk 
sementara waktu dimulai pada tanggal 22 mei 2019 hingga tiga hari 
setelahnya. Hal ini berhubungan dengan keadaan yang pada waktu itu 
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terjadi di Kantor Bawaslu dan KPU RI. Waktu itu massa pendemo 
melalukan aksi protes terhadap hasil PEMILU 2019. Pembatasan ini, 
menurut pernyataan pemerintah yang diwakilkan oleh Menteri 
Komunikasi dan Informatika, Rudiantara pada waktu itu,
88
 adalah agar 
untuk menghindari provokasi hingga berita bohong yang tersebar pada 




Apabila dilihat dari pembatasan tersebut, dapat dikaji bahwa 
dasar kebijakan pemerintah melakukan pembatasan media sosial 
menurut Menkominfo yang berdasar pada ketentuan yang sesuai dengan 
dasar pengaturan konten pada UU ITE. Akan tetapi, dalam UU ITE 
menguraikan tidak secara khusus tentang pembatasan itu dan pemerintah 
tidak menjelaskan dengan tegas pada pasal berapa yang dijadikan 
sebagai dasar hukumnya. Apabila dilihat dari aturan lain, hal demikian 
bisa ditemukan pada Permenkominfo No 19/2014 tentang Penanganan 
Situs Bermuatan Negatif dan Surat Edaran Menkominfo No. 3/2016 
tentang Konten Berbahaya. Perlu diyakini jika adanya UU ITE telah 
menjadi tameng sekaligus senjata perlawanan khususnya untuk menjerat 
sikap individu yang melanggar hukum ketika bermedia sosial. Namun 
perlu disadari jika penerapan Undang-Undang itu masih mengandung 
pasal-pasal yang multitafsir yang sudah berkali-kali dilakukan di judicial 
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review ke Mahkamah Konstitusi, bahkan seringkali dibicarakan agar UU 
ITE kembali direvisi. Oleh karenanya, sangat disayangkan saat 
pemerintah secara tiba-tiba melakukan non aktif sementara akses pada 
media sosial padahal sebenanrnya media sosial adalah media yang 
memberikan kesempatan bagi warga untuk menyebarkan maupun 
mendapat informasi secara berimbang dan mandiri.  
Jika memang diperlukan untuk mengatur pembatasan, maka 
seharusnya ada dasar hukum dalam membatasi akses pada beberapa 
platform yang ada di media sosial. yang diatur secara tegas dan tertulis 
supaya menjadi dasar hukum yang kuat tujuannya untuk memberi 
jaminan dalam menghormati hak. Sebagai hak dasar maka sangat tidak 
diijinkan untuk melakukan pembatasan jika hanya berpedoman pada 
undang-undang atau peraturan menteri saja karena dinilai masih belum 
meyakinkan sehingga akan menyebabkan timbulnya banyak pandangan. 
Untuk itu,Direktur Eksekutif Institute For Criminal Justice 
Rights (ICJR) Anggara Suwahju berkomentar mengenai inisiatif dari 
Pemerintah yang melakukan pembatasan media sosial, karena 
dilakukannya pembatasan tersebut tidak dengan dasar pada dua sebab. 
Pertama, pembatasan yang dilakukan pemerintah bertentangan dengan 
hak atas berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Pembatasan akses 
media sosial dan platform messaging warga menjadi terhambat dalam 




berkomunikasi dan memperoleh informasi telah dilindungi dalam Pasal 
28F UUD NRI Tahun 1945.
90
 
Kedua, tidak adanya pemberitahuan sebelum dilakukan 
pembatasan akses media sosial adalah tindakan yang kurang tetap. Pasal 
4 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang 
telah diratifikasi melalui UU No 12 Tahun 2005 bahwa negara 
berwenang untuk membatasi hak tentunya harus dalam keadaan darurat. 
Keadaan darurat terjadi karena 2 faktor yakni faktor akibat dari dalam 
(internal) atau dapat juga faktor yang timbul dari luar (eksternal).
91
 
Ancamannya bisa berupa ancaman militer tidak bersenjata ataupun 
ancaman militer bersenjata misalnya teror pemboman dan keadaan 
lainnya. Ketika keadaan darurat yang dapat mengancam negara tersebut, 
konstitusi mengkuasakan kepada presiden atau pemerintah untuk 
menentukan dan menilai negara dalam keadaan darurat. 
Pembatasan media sosial tidak hanya pernah dialami oleh semua 
pihak, namun ada perseorangan yang merasa bahwa haknya dibatasi 
yaitu epidemiolog Pandu Riono yang menimbulkan akun twiter diretas 
oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab karena telah 
mengkritik kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19. Tanggal 
19 Agustus 2020 awal mula terjadinya akun milik Pandu Riono diretas 
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oleh orang tak dikenal.
92
 Pandu Riono merupakan pakar epidemiolog 
yang seringkali mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah dalam 
menangani Covid-19 saat ini. Pandu Riono pernah berpendapat soal 
mempromosikan pariwisata indonesia ditengah-tengah pandemi sekarang 
ini, pemerintah yang memberlakukan new normal serta kebijakan 
pemerintah yang mengizinkan sekolah yang berada di zona kuning dan 
zona hijau dapat membuka sekolah dengan tatap muka.  
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman 
Hamid berpendapat bahwa memandang masalah peretasan akun media 
sosial dapat dianggap sebagai suatu sikap membungkam kritik 
93
 Jika 
benar maka sudah jelas bahwa hal tersebut adalah pelanggaran hak. Hak 
berpendapat termasuk hak dalam konstitusi dan instrumen hukum 
internasional dilindungi. Usman Hamid menegaskan supaya pemerintah 
dan penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut secara jelas dan 
akuntabel.
94
 Bagaimanapun, masyarakat memiliki hak untuk 
memperoleh dan menyimpan informasi,sikap membungkam informasi 
terkait dengan pandemi Covid-19 tidak hanya melanggar hak atas 
kebebasan mendapat informasi akan tetapi dapat termasuk melanggar 
hak atas kesehatan. Merujuk pada catatan Amnesty, sejak Februari 2020 
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setidaknya ada 39 kasus dengan dugaan adanya serangan dan intimidasi 
digital oleh beberapa orang yang sering beropini dan kritik terhadap 
kebijakan pemerintah.
95
 Seperti yang telah sudah pernah dilakukan oleh 
para relawan, aktivis serta para akademisi yaitu untuk menemukan 
pembenaran ilmiah yang sifatnya pluralis dan sosiologis dan itu yang 
harus diartikan dalam aturan hukum. Penegak hukum, sebaiknya ketika 
akan menjatuhkan putusan sebelumnya untuk lebih membuktikan bahwa 
kebenaran dengan sosiologis, apakah sudah sesuai secara empiris, logis, 
rasional dan dapat diuji dengan faktanya.
96
 Sehingga tidak secara 
langsung menilai bahwa kebenaran oleh pengkritisi penyampaiannya 
salah. 
Dapat dipahami bahwa pembatasan yang pernah dilakukan oleh 
pemerintah sebenarnya masih belum sesuai dengan yang diatur dalam 
Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Hak Politik. Meskipun 
pemerintah mengklaim sudah sesuai dengan UU ITE akan tetapi dalam 
pasal-pasalnya tidak menunjukkan dengan jelas pasal mana yang 
mengatur hal demikian. Sehingga menjadi penting bagi pemerintah 
bahwa batasan untuk mengeluarkan kebijakan pembatasan menyebarkan 
materi audio visual melalui media sosial supaya tidak merugikan 
kepentingan yang lebih luas. Jika memang dipandang perlu untuk 
melakukan pembatasan maka harus dalam keadaan darurat sebagaimana 
yang diatur dalam kovenan internasional tentang hak sipil dan politik.  
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Memberikan penjelasan mengenai keadaan yang seperti apa 
yang dapat dikatakan sebagai keadaan darurat. Namun apabila 
pemerintah memerlukan untuk memutuskan keadaan tertentu meskipun 
bukan termasuk keadaan darurat akan tetapi dapat menimbulkan 
pembatasan hak. Maka pemerintah perlu melakukan tindakan hukum 
yang diumumkan oleh Jaksa Agung yakni selaku pejabat hukum 
tertinggi di indonesia. Pembatasan perlu dilakukan dengan lebih fokus 
agar tercapainya tujuan yang telah ditentukan yaitu untuk melindungi 
moral,kesehatan, keselamatan dan ketertiban warga negara. Dalam hal 
ini, negara yang mengutamakan demokrasi, yang mana melindungi dan 
menghargai hak warga negaranya merupakan salah satu tujuan yang 
ingin diwujudkan dalam pembatasan. 
Pembatasan dilakukan untuk memberi perlindungan pada norma-
norma tertentu, seperti kesehatan warga negara,keselamatan warga 
negara, moral warga negara dan ketertiban warga negara. Untuk itu yang 
penting adalah bukan hanya pembatasannya, akan tetapi tujuannya dalam 
melindungi hal yang sifatnya fundamental dalam warga negara tersebut. 
Keberhasilan suatu pembatasan dilihat dari sejauh mana tujuannya 
tercapai. Pembatasan sering kali dijadikan benturan dalam suatu hak, 
seperti misalnya hak atas kebebasan berekspresi merupakan salah satu 
hak dasar pada warga negara yang menjunjung nilai-nilai demokrasi, 
meskipun demikian, apabila setiap warga diberikan izin untuk 




menyebabkan pelanggaran hak. Karenanya, suatu hak apapun itu haknya 
perlu untuk dibatasi tujuannya agar menghormati hak orang lain dan atau 
melindungi ketertiban umum, keamanan nasional serta kesehatan 
maupun moral manusia. Umumnya pembatasan harus dituangkan pada 
hukum nasional. Pembatasan perlu dibuat untuk mencapai tujuan tertentu 
dan pembatasan hak hanya dapat diberlakukan sepanjang memang masih 
perlu untuk memenuhi tujuan yang telah ditentukan secara sah.
97
  
Akan tetapi apabila pembatasan terhadap hak dilakukan secara 
sewenang-wenang maka yang ada akan menimbulkan dampak misalnya 
terkait pembatasan kebebasan berpendapat sebenarnya akan membuat 
seseorang atau kelompok merasa dibatasi ketika harus menyampaikan 
pendapat. Dibatasinya hak warga dapat melukai demokrasi yang sudah 
lama diterapkan di Indonesia. Selain itu akan ada kecenderungan 
penerapan pembatasan hak yang dapat melampaui keadaan yang 
seharusnya. Pembatasan dapat berfungsi menjaga hubungan antar warga 
negara agar tercipta ketertiban dan dapat mencapai masyarakat yang 
demokratis. Sehingga pertikaian antar warga bisa dihindari, dengan 
begitu setiap warga dapat memposisikan diri mereka masing-masing 
harus menyebarkan audio visual yang seperti apa agar tidak melukai hak 
orang lain. Pembatasan juga fungsinya untuk tetap mempertahankan 
negara yang demokratis, karena setiap warga negara tetap bisa 
mengekspresikan haknya melalui media sosial dengan tetap melindungi 
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hak orang lain. Dengan perkataan lain, melakukan pembatasan tujuannya 
menjaga dan membantu tercapainya warga negara yang demokratis  agar 
demokrasi tetap utuh dan tidak melukai demokrasi. 
Pembatasan memang diperlukan mengingat sekarang ini cepat 
dan mudahnya bagi pengguna media sosial untuk dapat mengakses 
apapun. Pemerintah harus lebih terbuka lagi dalam mengeluarkan 
kebijakan mengenai pembatasan. Penting untuk mempertimbangkan 
dampak apabila mengeluarkan kebijakan tersebut dari bidang ekonomi, 
sosial dan warga negara khususnya. Jika memang diperlukan untuk 
melakukan pembatasan maka perlu diperhatikan tujuan pembatasan itu 
agar tidak mengganggu hak warga lain yang melakukan hal-hal positif , 








1. Pada hukum nasional indonesia terdapat pengaturan dalam 
menyebarkan materi audio visual melalui media sosial. Beberapa 
diantaranya yakni seperti UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 32 Tahun 2002 
tentang Penyiaran, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 
Perubahan Atas 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik. Peraturan perundang-undangan tersebut dinilai relevan 
terkait dengan media terutama pada media sosial. Pengaturan 
mengenai media sosial untuk sekarang ini masih belum 
terealisasikan. Pentingnya pengaturan yang secara spesifik 
mengatur mengenai media sosial sehingga media sosial dapat 
terkontrol lebih baik dan memberikan manfaat bagi setiap warga 
negara. 
2. Pembatasan hak warga negara sebenarnya telah diatur sebelum 
kemajuan teknologi yang pesat seperti yang ada sekarang. 
Sebagaimana dalam International Covenant on Civil and Political 
Rights (Kovenan internasional hak sipil dan politik). Kovenan 
internasional tentang hak sipil dan politik mengatur bahwa negara 




dalam keadaan darurat yang mana dapat mengancam kehidupan 
negara. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 Kovenan hak 
sipil dan politik, ada beberapa hak yang pemenuhannya dapat 
dipenuhi, hak yang termasuk dalam derogable rights (Hak-hak 
yang boleh dibatasi pemenuhannya dalam keadaan darurat). 
Jaminan pemenuhan terhadap hak yang termasuk derogable rights 
pemenuhannya dapat ditunda dan dibatasi. Pembatasan dapat 
berfungsi menjaga hubungan antar warga negara agar tercipta 
ketertiban dan dapat mencapai masyarakat yang demokratis. 
Sehingga pertikaian antar warga bisa dihindari, dengan begitu 
setiap warga dapat memposisikan diri mereka masing-masing 
harus menyebarkan audio visual yang seperti apa agar tidak 
melukai hak orang lain. Pembatasan juga fungsinya untuk tetap 
mempertahankan negara yang demokratis, karena setiap warga 
negara tetap bisa mengekspresikan haknya melalui media sosial 
dengan tetap melindungi hak orang lain. 
B. Saran 
1. Media sosial kian hari akan terus bertambah penggunanya, untuk 
itu perlunya memberikan pemahaman mengenai etika dalam 
bermedia sosial. Sehingga materi-materi audio visual yang tersebar 
di media sosial mendidik dan tidak sembarangan. Hak yang 




apabila paham materi audio visual yang seperti apa untuk 
disebarluaskan di media sosial. 
2. Perkembangan teknologi yang cepat harus seimbang dengan 
menciptakan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat bagi 
pengguna media sosial. Peraturan yang akan dibuat harus 
berlandaskan dengan norma sosial dan disamakan dengan budaya 
dari setiap pengguna media sosial. Pentingnya memahami batasan 
hak dari setiap warga negara sebagai pengguna dalam 
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